
 

 
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN 
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 

NOMOR 83 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

BANTEN NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA  

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa telah terjadi perubahan nama dalam susunan tim 

teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten; 

  b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1921 Tahun 2023 

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan 

Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2023; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Banten tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 26 Tahun 2022 

tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Banten; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir 

SALINAN 
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dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5952); 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

82); 

  5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar 

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 

  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan 

Umum; 
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  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10/HK.O4/O8/2O22 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

  9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 1921 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan 

Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

Provinsi Banten Tahun 2023; 

  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten 

Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tim Pembina dan Tim 

Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten 

Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten 

Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tim Pembina dan Tim 

Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten; 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 26 TAHUN 

2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM 

TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN. 

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Menetapkan perubahan nama dalam kolom kedua, nomor 1 
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(satu) dan 2 (dua) pada susunan Tabel Huruf B tentang Tim 

Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya 

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Banten. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN 

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya 

Manusia 

 

 

 

Hanif Purwanto 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 24 Oktober 2023 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI BANTEN, 

 

         ttd. 

 

MOHAMAD IHSAN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  

DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI BANTEN  

 
 

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 

No NAMA 
PANGKAT/ 

GOL 
RUANG 

JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1 2 3 4 5 

1. Mohamad Ihsan - 
Ketua Komisi 

Pemilihan Umum 
Provinsi Banten 

Pembina 

2. M. Agus Muslim - 
Anggota Komisi 

Pemilihan Umum 
Provinsi Banten 

Pembina 

3. Muhamad Ali Zaenal Abidin - 
Anggota Komisi 

Pemilihan Umum 
Provinsi Banten 

Pembina 

4. Akhmad Subagja - 
Anggota Komisi 

Pemilihan Umum 
Provinsi Banten 

Pembina 

5. Aas Satibi - 
Anggota Komisi 

Pemilihan Umum 
Provinsi Banten 

Pembina 

6. A. Munawar - 
Anggota Komisi 

Pemilihan Umum 
Provinsi Banten 

Pembina 

7. Ahmad Suja’i - 
Anggota Komisi 

Pemilihan Umum 
Provinsi Banten 

Pembina 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN 

NOMOR 83 TAHUN 2023 

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN NOMOR 26 TAHUN 2022 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN 

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 
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8. 
Ferry Syahminan 

NIP. 19701211 199703 1 002 

Pembina 
Utama 

Muda, 
IV/c 

Sekretaris Komisi 
Pemilihan Umum 

Provinsi Banten 

Pembina 

 

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN 

NO NAMA 
PANGKAT/ 

GOL 
RUANG 

JABATAN 
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1. Hanif Purwanto 
NIP. 19740221 199412 1 001 

Pembina 
Tk.I, IV/b 

Kepala Bagian 
Hukum dan 

Sumber Daya 
Manusia 

Anggota 

2. Indhi Beniarto 
NIP. 19770924 201012 1 001 

Penata Tk. 
I, III/d 

Kepala Sub 
Bagian Hukum 

Anggota 

3. Andre Avila 
NIP. 19891025 202012 1 004 

Penata 
Muda, 

III/a 

Pelaksana Anggota 

4. Fairuz Lazuardi Nurdani - Pelaksana Anggota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAF KOORDINASI 

Sekretaris KPU Provinsi 
Banten 

 

Kepala Bagian Hukum, 
Teknis dan Hupmas 

 

Kepala Sub Bagian Hukum   

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 24 Oktober 2023 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  

PROVINSI BANTEN, 

 

         ttd. 

 

MOHAMAD IHSAN 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI BANTEN 

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya 

Manusia 

 

 

 

Hanif Purwanto 


